BAB S
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil tax review dan hasil analisis untuk kewajiban Pajak Penghasilan

(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. TBS pada tahun 2021, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

PT TBS sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
melakukan penghitungan, pemotongan, dan/atau pemungutan, penyetoran, serta
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). PT TBS telah mencantumkan penghasilan
final yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam SPT Tahunan
sebagai penghasilan jasa bunga yang diterima oleh perusahaan dengan jumlah
yang benar. Objek Pasal 21 atas penghasilan pegawai telah dilakukan
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. PT TBS dalam
melaksanakan kewajiban PPh Pasal 23 untuk penghasilan yang dipotong atas
komisi sudah sesuai, tetapi terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan pemotongan
atas penghasilan jasa pemeliharaan mobil. Kekeliruan tersebut mengakibatkan PT
TBS harus membayar kerugian berupa pajak yang dipotong dan denda
administrasi bunga yang disebabkan tidak memotong PPh Pasal 23. Pelaksanaan
kewajiban atas PPh Pasal 25 sudah dilakukan dengan baik oleh PT TBS, dimana
angsuran yang dibayarkan sudah sesuai dan sudah memanfaatkan fasilitas yang
diberikan. Walaupun dalam pelaporan dan penyetoran untuk PPh Pasal 25 masih
terdapat kesalahan pada bulan April sampai Juni, tetapi PT TBS sudah melakukan
pembetulan sehingga tindakan tersebut sudah benar. Dalam perhitungan PPh pasal
29, masih terdapat kesalahan yaitu mengabungkan iuran BPJS Kesehatan dan
Premi JKK yang dapat dibebankan secara fiskal dengan Biaya Kesejahteraan
Karyawan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal dan harus dikoreksi.

PT TBS dinilai sudah baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait Pajak
Pertambahan Nilai. Tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran
dan pelaporan PPN. Meskipun terdapat selisih dalam perhitungan pajak keluaran,
pajak masukan dan PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan oleh PT
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TBS setiap bulannya. Selisih yang ditemukan disebabkan adanya perbedaan cara
pembulatan dalam perhitungan PPN terutang.

PT TBS dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan belum dapat
dikelompokan menjadi wajib pajak patuh, masih terdapat sejumlah kesalahan
dalam melakukan perhitungan dan terdapat keterlambatan atas pelaporan SPT
Masa. Masih terdapat kesalahan dalam melakukan penyetoran atas PPh Pasal 25

sehingga perusahaan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil tax review dan hasil analisis untuk kewajiban Pajak Penghasilan

(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. TBS pada tahun 2021, terdapat

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dan mungkin dapat

membantu perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Berikut saran-

saran yang diberikan:

1.

PT TBS disarankan meminta dokumen berupa bukti potong terkait pemotongan
Pajak Penghasilan Final yang dipotong oleh bank. Bukti potong digunakan oleh
perusahaan utnuk melakukan verifikasi atas jumlah pajak yang dipotong oleh
pihak ketiga.

PT TBS disarankan untuk mencermati kembali Peraturan Perpajakan terutama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 terkait Pajak PPh Pasal
23 sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat dan tidak
dikenakan denda bunga.

PT TBS disarankan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki
NPWP, sehingga tidak dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

PT TBS disarankan untuk memastikan transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan
klasifikasi akuntansi yang tepat.

PT TBS disarankan untuk memperhatikan dalam perhitungan atas kewajiban
perpajakannya dan memeriksanya kembali disesuaikan dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan, sehingga
tidak melakukan salah hitung dan terhindar dari sanksi perpajakan. PT TBS
disarankan untuk melakukan fax review secara berkala sehingga dapat membantu

perusahaan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. 7ax review membantu PT
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TBS dalam melakukan penyesuian terhadap peraturan perpajakan yang terbaru
dan mengurangi risiko sanksi perpajakan di masa mendatang.

Pihak regulator perpajakan di Indonesia disarankan untuk melakukan sosialisasi
tentang perpajakan kepada seluruh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi
maupun wajib pajak badan sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat

dilakukan dengan tepat.
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